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TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,
a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah

1.

perlu mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati IndragiriHulu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati IndragiriHulu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Indragiri Hulu;

c.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2754);

.

3. Undang-Undang ...

2.



10,

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322};Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);

3.

4.

6.

8.

9,

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENINDRAGIRI HULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.Provinsi adalah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Indragiri Hulu.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenIndragiri Hulu.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibanDaerah dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDaerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentukkekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungdengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, danpengawasan Keuangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnyadisingkat APBN adalah rencana keuangan tahunanPemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kasDaerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kasDaerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikandalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuaidengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikandalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupunnonfisik yang merupakan urusan Daerah.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalahdana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yangdialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angkapersentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAUadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuankeuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Belanja Daerah adalah semua kewajiban PemerintahDaerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yangmengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang ataumenerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lainsehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayarkembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalahjumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerahdan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilaidengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasiPemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milikPemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakatdengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokokpinjaman.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untukmendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan saranaDaerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahunanggaran.

26. Beban ...



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitasatau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaranatau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaanDaerah untuk periode 5 (lima) tahun.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yangselanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaanDaerah untuk periode 1 (satu) tahun.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat_ kebijakan bidangpendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah Program prioritas dan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada perangkatDaerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuandalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalahdokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanjaSKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsiBendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasarpenyusunan rancangan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalahpendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan denganpengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebutdilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahunanggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibatkeputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yangdituangkan dalam prakiraan maju.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SatuanKerja Perangkat Daerah atau masyarakat yangdikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapaisasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakanoleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerahsebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur padasuatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya baik yang berupa personil atausumber daya manusia, barang modal termasuk peralatandan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atausemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untukmenghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

oe
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Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkandan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahunanggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontraktahun jamak.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehKegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaianSasaran dan tujuan Program dan kebijakan.Hasil adalah segala sesuatu. yang mencerminkanberfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)Program.
Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Programatau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yangakan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaananggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangDaerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampungseluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruhPengeluaran Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupatiuntuk menampung seluruh Penerimaan Daerah danmembayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yangditetapkan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalahdokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD ataudokumen yang memuat pendapatan, belanja, danPembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BendaharaUmum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh Pengguna Anggaran.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPDadalah dokumen yang menyatakan tersedianya danasebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaranatas pelaksanaan APBD.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkatSPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukanpermintaan pembayaran.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalahuang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikankepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatanoperasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/UnitSatuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayaipengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidakmungkin dilakukan melalui mekanisme PembayaranLangsung.
Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LSadalah Pembayaran Langsung kepada BendaharaPengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjiankerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnyamelalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
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Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUadalah tambahan uang muka yang diberikan kepadaBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantuuntukmembiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yangtidak cukup didanai dari uang persediaan dengan bataswaktu dalam 1 (satu) bulan.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPASKPD.
Surat PerintahMembayar Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untukpenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Bebanpengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UPuntuk mendanai Kegiatan.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yangselanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yangdigunakan untuk penerbitan Surat Perintah PencairanDana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananyadipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yangselanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yangdigunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Danaatas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhandananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsungdan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnyadisebut SPM- LS adalah dokumen yang digunakan untukpenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Bebanpengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkatSP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasarpencairan dana atas Beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMDadalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas BebanAPBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnyadisebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan danpengeluaran anggaran selama | (satu) periode anggaran.Piutang Daerah adalah jumliah uang yang wajib dibayarkepada Pemerintah Daerah dan/atau hak PemerintahDaerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibatperjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan atau akibat lainnya yangsah.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahanyang wajib diselenggarakan oleh Daerah.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahanyang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai denganpotensi yang dimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untukmemenuhikebutuhan dasar warga negara.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SatuanKerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja PerangkatDaerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat yangmempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangansebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan KeuanganDaerah pada umumnya.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah padaPemerintah Daerah yang melaksanakan UrusanPemerintahan Daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPKD adalah unsur penunjang UrusanPemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakanPengelolaan Keuangan Daerah.
Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa Program.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranuntuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yangdipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan danmelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunanAPBD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan APBD dan _bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.
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Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagaiBendahara Umum Daerah.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan tugas BUD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnyadisingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yangmelaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatuProgram sesuai dengan bidang tugasnya.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalahpejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuanganpada SKPD.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluanBelanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD padaSKPD.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatPegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat olehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkatBUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkatBUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yangbersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluaruntuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gunamendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnyadisingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yangditerapkan dalam menyusun dan menyajikan laporankeuangan pemerintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipiliholeh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerahuntuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangandalam rangka meningkatkan keterbandingan laporankeuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antarentitas.
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(1)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,penyelenggara, peralatan dan elemen lain untukmewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksisampai dengan pelaporan keuangan di lingkunganorganisasi Pemerintahan Daerah.
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BASadalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksikeuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedomandalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuanganPemerintah Daerah.
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah padaPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:a. BabI Pengelolaan Keuangan Daerah;b. BabI] Penganggaran Daerah;c. BabIIl Pelaksanaan dan Penatausahaan;d. BabIV Akuntansi dan Pelaporan;
e. BabV Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;f. BabVI Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, BadanLayanan Umum “Daerah, PenyelesaianKerugian Daerah dan Informasi KeuanganDaerah;
g. Bab VII Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:a. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 21 Tahun 2019tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 21);b. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri HuluNomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019Nomor 82);
c. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BupatiIndragiri Hulu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenIndragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun 2020 Nomor 62),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ...



(2) Peraturan Bupati lainnya terkait Pengelolaan KeuanganDaerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Metember 2020
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Diundangkan di Rengat
pada tanggal % Yeember 2022
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